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Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan 

orang lain serta saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi 

kebutuhannya, oleh karenanya memerlukan kerjasama antara pihak satu dengan 

pihak yang lainnya, salah satunya yaitu bentuk kerjasama yang menggunakan 

model bagi hasil. Di Desa Karanglayung terdapat usaha pertambangan emas yang 

menggunakan metode bagi hasil, akan tetapi tidak diketahui pasti akad apa yang 

digunakan dalam akad kerjasama tersebut. Oleh karena itu maka penulis tertarik 

untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan fokus permasalahan yang pertama 

adalah bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa 

Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya dan bagaimana pandangan hukum 

ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian dengan mencari sumber data secara langsung ketempat yang menjadi 

objek penelitian. Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti 

dengan pemodal dan pekerja pertambangan, data sekunder diambil dari rujukan 

pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan lainnya yang 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan 

menggunakan metode normatif sosiologis, selanjutnya teknik pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Kemudian, penulis 

menganalisis data dengan menggunakan metode induktif. 

Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Desa 

Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya merupakan akad 

mud}a>rabah, terlihat dari karakteristik utama akad mud}a>rabah  yang 
permodalannya 100% diberikan oleh pemodal kepada para pekerja untuk 

mengelola pertambangan. Dilihat dari rukun-rukunnya akad ini telah terpenuhi, 

akan tetapi tergolong dalam akad mud}a>rabah fa>sid, karena belum terpenuhinya 
salah satu syarat keabsahan akad, yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian 

nilai bagi hasil. 

Kata kunci: Akad, Kerjasama, mud}a>rabah, Pertambangan Emas, Hukum 
Ekonomi Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk 

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia selalu bertambah sedangkan 

alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut bersifat terbatas. Umat muslim 

diwajibkan untuk bekerja dan berusaha. Manusia merupakan mahluk sosial 

yang hidup berkelompok sehingga peran manusia lain tidak dapat di abaikan, 

begitu pula dalam kemasyarakatan, manusia juga berinteraksi satu sama lain 

untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kerjasama ini terjalin agar apa yang 

menjadi keinginan dapat tercapai.
1
 

Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan 

(hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur hidup manusia dan 

yang berkaitan dengan kehidupan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Nilai-

nilai agama dalam bidang muamalat itu dicerminkan oleh adanya hukum 

halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.
2
 Begitu pula masyarakat yang 

sering melalukan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka 

kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sangat dibutuhkan, agar apa yang 

diinginkan dapat tercapai. Hal ini biasanya terjadi karena disatu pihak ada 

                                                             
 

1
  Rusydi Bidawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, 

Pemilik Tanah dan Pekerja Dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sugaiselan 

Bangka Tengah”, skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2009). 

 
2
 Akhmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 13.  
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pemodal yang tidak dapat mengelola usahanya sendiri, sedangkan dipihak 

lain ada orang yang tidak mempunyai modal dan tidak bekerja tetapi 

mempunyai keterampilan atau kemampuan untuk mengelola usaha tersebut. 

Praktik kerjasama ini antara lain terjadi pada usaha pertambangan yang ada di 

masyarakat. 

Pertambangan merupakan suatu industri yang mengelola sumber daya 

alam dengan proses bahan tambang untuk menghasilkan berbagai produk 

akhir yang dibutuhkan manusia, bahan tambang merupakan benda-benda 

yang dihasilkan dari dalam tanah dan pastinya dibutuhkan oleh manusia 

untuk tujuan yang berbeda-beda. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia telah mengatur secara umum mengenai prinsip penguasaan dan 

pengusahaan kekayaan alam Indonesia, baik yang diatas bumi (tanah), air, 

dan terkandung di dalamnya sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Hal 

tersebut sebagaimana tercantum dalam BAB XIV mengenai perekonomian 

nasional dan kesejahteraan sosial, khususnya dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 

NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-sebesar kemakmuran rakyat”.
3
 

Di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya, kebanyakan 

masyarakat bekerja pada pertambangan emas, dari mulai anak muda sampai 

ibu rumah tangga terkadang ikut bekerja menumbuk batuan material. 

                                                             
 

3
 Ahmad Redi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hlm. 1. 
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Pertambangan emas yang ada di Desa Karanglayung, Karangjaya, 

Tasikmalaya, ini sudah berdiri selama kurang lebih tiga puluh lima tahun 

lamanya dan menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat setempat. 

Pembolehan penambangan emas yang dikelola oleh masyarakat ini langsung 

dari pemerintah daerah, setelah sebelumnya pertambanga ini tidak 

diperbolehkan. Status pertambangan tersebut adalah legal menurut Cucu 

Sugiat, salah satu pelaku usaha pertambangan serta berdasarkan adanya 

koperasi KUD Mekar Jaya sebagai salah satu pemilik IUP (Izin Usaha 

Pertambangan) yang berbentuk surat ijin pertambangan.
4
  

Sistem yang digunakan dalam pertambangan emas ini berupa sistem 

kerjasama antara pemodal dan pekerja. Pemodal pertambangan emas di Desa 

Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya memberi modal berupa 

perlengkapan bahan tambang yang dibutuhkan para pekerja. Adapun bagi 

hasil antara pemodal dan pekerja yaitu berupa batuan material yang belum 

diolah. Dalam pertambangan emas, pada setiap harinya ditargetkan untuk 

mengumpulkan batuan material sebanyak 50 ember dan langsung dibagikan 

kepada para pekerja dan pemodal pada hari itu juga.  

Hal yang menarik dalam kerjasama pertambangan emas di Desa 

Karanglayung ini yaitu, sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah serta 

mampu bertahan lama karena proses pertambangan masih dengan cara klasik, 

juga dalam kerjasama bagi hasilnya di pertambangan ini tidak ada yang 

berubah, dari awal pertambangan dibangun sampai saat ini kerjasamanya 

                                                             
 4

 Cucu Sugiat, Pemodal Pertambangan, Wawancara, pada tanggal 7 September 2020.  
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masih sama yang mana pemodal tetap memberikan modal berupa peralatan 

yang dibutuhkan oleh pertambang sedangkan bagi hasil masih berupa batuan 

material. Dan jumlah pekerja di pertambangan tersebut dalam satu 

pertambangan berjumah 15 orang. Hasil sejumlah 50 ember tersebut dibagi 

kepada 15 pekerja, yang mana masing-masing mendapatkan 3 ember dan 

pemodal mendapat 5 ember lebih banyak. Hasil akhir yang didapat antara 

pemodal dan pekerja berupa emas yang mungkin ada pada batuan material 

dalam ember tersebut.
5
  

Dalam Islam, kerjasama bagi hasil antara pemodal dan pekerja disebut 

dengan mud}a>rabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama yang disebut s}a>h}ib al-ma>l menyediakan seluruh modal, 

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mud}a>rib), suatu perjanjian 

dalam bagi hasil (mud}a>rabah). Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutif 

oleh Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Hukum 

Islam Konsep Regulasi dan Implementas harus memenuhi syarat-syarat yaitu: 

1. Modal berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan atau 

perhiasan, maka tidak sah. 

2. Modal diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang 

diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah 

pihak, sesuai dengan kesepakatan. 

3. Keuntungan yang mejadi milik pekerja dan pemilik modal jelas 

prosentasenya. 

                                                             
 

5
 Gilang, Pekerja Pertambangan, wawancara, pada tanggal tanggal 02 Februari 2020.  
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4. Bahwa mud}a>rabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si 

pelaksana (pekerja) untuk bergadang di negeri tertentu, barang tertentu dan 

juga waktu tertentu.
6
 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat dan rukun 

mud}a>rabah yakni: 

a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga 

kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. 

b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati 

c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
7
 

Dari latar belakang tersebut dan hasil pengamatan penulis, kerjasama 

yang dilakukan di pertambangan emas ini tampak seperti akad mud}a>rabah, 

hanya saja masih perlu untuk diteliti apakah praktiknya sesuai dengan akad 

mud}a>rabah yang sah atau tidak. Maka dari itu penulis tertarik dan 

berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Akad 

Kerjasama Usaha Pertambangan Emas di Desa Karanglayung Karangjaya 

Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Abdul Ghofur Anshori, Perjanjian Hukum Islam Konsep Regulasi dan Implementasi 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 104-105. 
7
 Tim penyusun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 

2011), hlm. 65. 
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B. Definisi Operasional  

Akad mud}a>rabah adalah akad yang dibuat antara pemilik modal (s}a>h}ib 

al-ma>l) dengan pengelola (mud}a>rib), di mana pihak pertama s}a>h}ib al-ma>l 

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha dalam mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak.8 Akan tetapi, bila terjadi kerugian maka pemilik 

modal sebagai pihak yang menanggung, selama bukan akibat kelalaian pihak 

pengelola. Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola maka pihak 

tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.9 Maka secara umum 

mud}a>rabah yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola 

modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan 

pembagian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi 

permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah: 

1. Bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa 

Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, 

Tasikmalaya? 

 

                                                             
8
 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Peraktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hlm. 95.  
9
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, 

Ekonomi, Bisnis dan Sosial, hlm. 141. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tinjauan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerjasama usaha pertambangan 

emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, Tasikmalaya. 

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, 

Tasikmalaya. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu 

sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai 

akad mud}a>rabah yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka 

untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang 

pengembangan hukum ekonomi syariah. 

3. Secara praktis, penelitian ini disarankan dapat memberikan informasi, 

wawasan dan pengetahuan untuk warga Desa Karanglayung Karangjaya 

Tasikmalaya mengenai bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam dan 

demi tercapainya kesejahteraan.   

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang 

relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan 

menjadi dasar pemikiran dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. 

Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan 
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(field research), pada pelaksanaan Akad Kerjasama Usaha Pertambangan 

Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah. Setelah mengadakan pengkajian 

refrensi yang tersedia, ada beberapa peneliti dan jurnal yang berhubungan 

dengan dengan penelitian ini diantaranya yaitu: 

Rusydi Bidawan, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, Pemilik Tanah Dan Pekerja 

Dalam Usaha Tambang Inkonvensional Di Kecamatan Sugaiselan Bangka 

Tengah”. Menyimpulakan bahwa akad dan pembagian upah antara pemilik 

modal dan karyawan sudah sesuai dengan hukum Islam, namun akad sewa-

menyewa tanah, yang terjadi antara pemilik modal dan pemilik tanah harus di 

ulang karena salah satu kewajiban penyewa tidak terpenuhi yaitu kewajiban 

menjaga barang sewaan dengan baik dan mengembalikan barang sewaan 

dengan utuh karena setelah terjadi penambangan keadaan tanah akan 

mengalami kerusakan, tetapi karena ada kerelaan dari kedua belah pihak 

dalam hal ini di khususkan kerelaan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu 

pemik tanah sebagai penyewa, maka akad nya tetap sah. Dalam kaidah fikih 

dijelaskan kerelaan terhadap sesuatu akan mengakibatkan kerelaan pada 

sesuatu yang diakibatkannya.
10

 

Radiatni Purwanti, dalam skripsinya yang berjudul “Pertambangan 

Ilegal Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Fatwa MUI No. 22 

Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan”. Menyatakan bahwa 

                                                             
 10

 Rusydi Bidawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejasama Antara Pemilik Usaha, 

Pemilik Tanah dan Pekerja dalam Usaha Tambang Inkonvensional di Kecamatan Sugaiselan 

Bangka Tengah”, skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2009). 
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metode istinbat yang digunakan MUI mengenai pertambangan ramah 

lingkungan yaitu mas}lah}ah mursalah yakni suatu kemaslahatan yang tidak 

disinggung oleh syara dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh 

untuk mengerjakan maupun atau meninggalkannya sedangkan jika dikerjakan 

akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.
11

 

Rizki Hidayat, dalam skripi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambang Emas Antara 

Penambang Dengan Pemilik Tanah (Studi Kasus di Kecamatan Natal 

Kabupaten Mandailing Natal”. Menyimpulkan bahwa hasil penelitian bentuk 

perjanjian kerjasama antara penambang dengan pemilik tanah yaitu dengan 

melaksakan perjanjian bagi hasil berdasar yang dilakukan secara lisan, hanya 

berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik tanah dan 

penambang, perjanjian tidak dilakukan dihadapan kepala desa dan tidak ada 

pembuatan akta dari pembuatan hukum tersebut dan apabila terjedi 

wanprestasi salah satu pihak maka diselesaikan secara musyawarah dan 

mufakat.
12

 

Hormaini, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam 

Terhadap Tambang Emas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

(Studi Kasus Terhadap Penambangan Emas di Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi)”. Dalam perspektif hukum Islam menyatakan 

                                                             
 11

  Radiatni Purwanti, “Pertambangan Ilegal dalam Perspektif Hukum Islam: studi analisis 

fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan”, skripsi (Purwokerto: 

IAIN Purwokerto, 2016). 

 
12

 Rizki Hidayat, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil 

Tambang Emas Antara Penambang Dengan Pemilik Tanah studi kasus di Kecamatan Natal 

Kabupaten Mandailing Natal”, skripsi (Sumatera: Universitas Sumatera Utara Medan, 2017). 
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bekerja sebagai buruh di penambangan emas merupakan suatu hal yang 

dibolehkan karena bekerja sebagai buruh seseorang digaji sesuai akad buruh, 

kondisi demikian diperbolehkan, meskipun pengelolaan kekayaan berada di 

bawah kekuasaan negara, dan individu atau masyarakat boleh bekerja sebagai 

buruh. Kondisi yang berbeda ketika bekerja sebagai penambang emas itu 

sendiri. Dalam hal ini adanya upaya pengalihan hak kepemilikan dari 

kepemilikan umum kepada kepemilikan pribadi.
13

 

Jurnal Hukum Islam yang ditulis oleh Wahidin dan Hikmawati, yang 

berjudul “Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Penambangan Emas 

Ilegal”. Menyatakan bahwa hasil penelitian menurut Ekonomi Islam 

mengenai penambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah dalam 

kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena akibat yang 

yang disebabkan oleh usaha tersebut seperti kerusakan lingkungan hidup.
14
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Emas di Desa 

Karanglayung 

Karangjaya 
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oleh Wahidin dan 
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skripsi ini 

membahas Akad 
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di Desa 
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Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati 

dan menelusurinya, sejauah penulis mengetahui, kajian secara spesifik dan 

komprehensif tentang akad kerjasama usaha pertambangan emas perspektif 

hukum ekonomi syariah belum ada yang mengkajinya, oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang 

berjudul. Akad Kerjasama Usaha Pertambangan Emas Di Desa Karanglayung 

Karangjaya Tasikmalaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 

G. Sistematika Pembahasan 

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, 

maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan proposal skripsi yaitu 

dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut: 
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BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: tentang mud}a>rabah 

seperti pengertian mud}a>rabah, landasan hukum mud}a>rabah menurut al-

Qur‟an, Hadist, fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang 

mud}a>rabah, rukun dan syarat mud}a>rabah, jenis-jenis mud}a>rabah, pembiayaan 

kepada banyak orang, pelaksanaan usaha pada sistem kerjasama mud}a>rabah 

dan berakhirnya akad mud}a>rabah. 

BAB III: Memuat tentang metode penelitian antara lain: jenis 

penelitian, lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, 

subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis. 

BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian seperti gambaran umum 

lokasi penelitian, praktik kerjasama usaha pertambangan, izin usaha 

pertambangan beserta bentuknya, sistem kerjasama usaha pertambangan dan 

analisis praktik kerjasama usaha pertambangan emas di Desa Karanglayung, 

Karangjaya, Tasikmalaya persepektif hukum ekonomi syariah.  

 BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-

saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut 

tentang praktik akad mud}a>rabah, dalam praktik usaha kerjasama 

pertambangan emas di Desa Karannglayung, Karagjaya, Tasikmalaya.



 

14 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang 

didapatkan: 

1. Kerjasama pertambangan emas di Desa Karanglayung, Karangjaya, 

Tasikmalaya, dilakukan oleh dua pihak, yakni pemodal dan para pekerja, 

modal kerjasama tersebut berupa peralatan pertambangan, sedangkan 

bentuk pekerjaannya adalah menambang batuan yang mengandung emas. 

Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pekerja dan pemodal yaitu berupa 

batuan material, sebanyak 1 karung kecil untuk para pekerja, yang setara 

dengan 3 ember dan 2 karung kecil untuk pemodal yang setara dengan 5 

ember kecil.  

2. Akad kerjasama usaha pertambangan emas yang dilakukan di Desa 

Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya 

merupakan akad mud}a>rabah, terlihat dari karakteristik utama akad 

mud}a>rabah  yang permodalannya 100% diberikan oleh pemodal kepada 

para pekerja untuk mengelola pertambangan. Dilihat dari rukun-rukunnya 

akad ini telah terpenuhi, akan tetapi tergolong dalam akad mud}a>rabah 

fa>sid, karena belum terpenuhinya salah satu syarat keabsahan akad, yaitu 

adanya ketidakpastian dalam pembagian nilai bagi hasil. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik kerjasama usaha 

pertambangan emas di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, 

Kabupaten Tasikmalaya, maka peneliti akan memberikan saran yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pertambangan rakyat yang ada di Desa Karanglayung sebaiknya dibuat 

perjanjian secara tertulis agar batas-batas hak dan kewajiban dapat 

dipahami dengan jelas oleh masing-masing pihak yang berakad. Serta 

sehubungan dengan adanya pemanfaatan alam kita harus memeliharanya, 

karena kerusakan akan terjadi bila tidak hati-hati dalam memanfaatkan 

sumber daya alam. 

2. Meskipun para pekerja mengatakan, tidak apa-apa tidak mendapat hasil 

juga, itu memang sudah menjadi resiko bagi para pekerja pertambangan. 

Tetapi sekarang sebaiknya bagi hasil di rubah menjadi emas saja serta 

proses penggilingan dilakukan disatu tempat agar bagi hasil antara pekerja 

dan pemodal lebih jelas pendapatannya. 
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